LURAH PLERET

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KALURAHAN PLERET TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

LURAH PLERET ,

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat dalam

memperoleh akses Informasi Publik Kalurahan, perlu
dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kalurahan yang selanjutnya disebut PPID;

. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kalurahan Pleret Tahun Anggaran
2022;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang
Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa ((Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor
335);



23.

24.

25.

26.

@7,

28.

29.

30.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan
Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
131);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019
Nomor 134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

31.Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020
Nomor 08);

32. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran
Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);

33. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026) (Lembaran
Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);

34. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 12 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)
Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 12);

35. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret
Tahun 2021 Nomor 13);

36. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Pleret Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pleret
Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN PLERET TAHUN ANGGARAN 2022.

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2022, dengan
susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam
lampiran Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kalurahan Pleret sebagaimana dimaksud diktum KESATU
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi
di badan publik dalam lingkup Pemerintahan Kalurahan
Pleret.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat
Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran
2022:



KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 3 Januari 2022

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kab. Bantul;
2. Panewu Pleret;

3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;

4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PLERET

NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) KALURAHAN
PLERET TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

KALURAHAN PLERET TAHUN ANGGARAN 2022

Jabatan Dalam

Jabatan dalam

No ) K Nama Personil Ket.
Tim Dinas
1. | Atasan PPID Lurah Taufiq Kamal, S.Kom,
M.Cs
PPID Carik Iwan Alim Sunu P., SP
Petugas Layanan | Kamituwa Anang Jatmiko
O Staf Honorer Ringgasari
4. | Dokumentasi Kaur Tata Laksana | Rifqi Fatoni, A.Md
dan Arsip
Staf Kalurahan Yuono Purwanto, SP
S. | Petugas Website | Staf Honorer Tita Suwening Apriani,
Kalurahan '
S.Si.
6. | Petugas Jagabaya Prapta Hadi Susila
Teniyelosgian Ulu-Ulu Irfani Andhi Hermawan

Sengketa dan
Aduan




